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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  34/PRT/M/2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  

PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 07/PRT/M/2016 TENTANG  

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN  

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang    :  a. bahwa dalam rangka penyeragaman tertib administrasi 

pada penyelenggaraan tata naskah dinas, Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah   

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat; 

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, terjadi perubahan struktur 

organisasi dan nomenklatur pada Unit Pelaksana Teknis 

Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  

Rakyat sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap 

kode identifikasi otoritas penomoran naskah dinas 
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sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

07/PRT/M/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

 

Mengingat : 1.  Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

16); 

   2.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 881); 

   4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 347); 

   3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 07/PRT/M/2016 TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN 

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. 
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                             Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 347), dalam Lampiran III huruf 

B tentang Kode Identifikasi Otortias Pejabat Penandatangan 

Naskah Dinas, diubah sebagaimana yang tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

peraturan menteri ini. 
 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  8 November 2016 
 

 

MENTERI PEKERJAAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

M.BASUKI HADIMULJONO 
 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  
 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 
 

WIDODO EKATJAHJANA 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1705 


